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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGI{A

NOMOR 2 TAHUN 2O19

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2OO5
TENTANG PET{YERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

PADA BANK JABAR CABANG MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG hdAHA ESA

Menimbang

BUPATI I-{AJALENGKA,

hahwa dalarn rangfta meningkatkan pendapatan asli
daerah melalui pendayagunaan pendapatan lain yang
sah, maka perlu adarrya penarrrbahan penyertaan
modal kepada PI. BJB;

bahwa berdasadcan pertimbangan sebagairnana
dimaksud dalam trumf a dan sesuai ketentuan Pasa1 71
ayat (91 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2O11 tentang Perubatran Kedua Atas Peraturan
Menterj Dalam Negeri Nomor 13 tatrun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu
menetaplean Peraturan Daeratr tentang Pembahan Atas
Perahrran Daeratr Nomor 13 Tahun 2OOS tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka
Fada Bank Jabar Cabang Ma.ialengka.

Pasal 18 ayat t6I Undang-Undang Dasar Negara
Rryublik Indonesia Tahun 1945;

UndangUndang Nomor L4 Tahun 19SO tentang
Pembentrrksn Daerah-Daerah Kabupaten Dalarn
Lingkungan Propinsi Jawa Barat {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di
ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
Tentang Pembentukan Kabupaten Rrnrakarta dan
Kabupaten Suhang Dengan Mengubah Undang-Undang
Nornor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-
Daerah I{abupaten Dalarn Lingkup Provinsi Jawa Barat
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan t ernbaran Republik Indonesia
NnrrT nr ?*.{ I l'
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Undangrundang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun Ig92 Nomor 31, Tarrrbahan L,embaran Negara
Reprablik Indonesia Nomsr 3472I eebagairrrana telah
diubah dengan Undang-Unda$g Nomor 10 Tahun 1998
tentang Penrbahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Barrk
Indonesia (I,embaran Negara Republik lndonesia Tahun
L999 Nornor 72, Tarabahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 38431 sebagaimana telatr diubah
dengan Undang:Undang Nomor 3 Tahun 2OO4 tentang
Pembahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank lndonesia {Icmbaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2OA4 Nornor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a357);

Undang-Undang Nomor LT Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembararl Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambatran Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia Nomor 428,6r;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang
Perbendatraraan Negara (lembaga Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2OOO Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perirnbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintatr
Rrsat dari Pemerintah Daerah (I€rnbararl Negara
Republik Indonesia Tatrun 2AA4 Nomor 126, Tambatran
Lembaran Negara Republik Indonegia Nomor 4844);

UndangUndang Nomor 40 Tahun 2AAT tentang
Perseroan Terbatas tlembaran Negara Republik
trndonesia Tahun ?,AOT Nomor 106, Ta:rrbatran
l.embaran Negara Republik Indonsia Nomor a756];

Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2O1l tentang
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 201t Nornor 11 1, Tarrrbahan
Lembaran Negara Repub[k lndonesia Nomor 5253h

UndangUndang Nomor 2g Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun ?:AI4 Nomor 244, Tarrrbatran
L,embaran Negara Repuh[k Indonesia Nomor 5587I
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang
Perubatran Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2OL4 tentang Pemerintah€ur Daeratr tlernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58,
Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia
Nomor 5679h
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11. Peraturan Femerintah Nomor 54 Tahun 2Ol7 terrtang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia ?ahun ?ALT Nomor 3O5, Tarnbatran
Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

12. Perahrran Pernerintah Nomor 12 Tatrun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daeratr (Icmbaran Negara
Republik lndonesia Tatrun 2Al9 Nomor 42, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

13. Feraturan Daeratr Kabupaten Mqialengka Nomor 13
Tatrun 2OO5 Tentang Fenyertaan Modal Pemerintalt
Kabupaten Mqialengka Pada Bank Jabar Ca.bang
Medalengka (Iembaran Daerah Kabupaten Mqialengka
Tahun 2005 Nomor 13 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersarrra

DEWAN PERWAISI.AN RAIffIAT DAERAH
KABUPATEN MA.'ALENGKA

Dart

BUPATI MA"IALENGKA

MEMUTUSI(AN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2OO5 TENTANG
PEI{TERTAAN MODAL PEMERII{TAH KABUPATEN
MA"'ALENGKA PADA BANK JABAR CABANG MA.JALENGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor fg bahun 2OO5 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mqialengka Pada Bank Jabar
Cabang Mqialen8ka (Lembaran Daerah lkbupaten Majaleng!<a Tahun 2OOs
Nomor 13 Seri Ef, diubah sebagai berilfirt:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasat 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majafengfa.

Penrerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur
penSrelengaraan kmerintah Daersh yang memiapin pelaksarraan
uru$an Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otoaocr.

Bupati adalah Bupati Mqialengka.

PT. Bank kmbangunan Daeratr Jawa Barat dan Banten Tbk. Yang
sela4iutnya disebut Pt. BIIB adalah Bsnk BJB yang berkantor
cabang di Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr yang seflar{utnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tatrunan Daerah yang ditetapkaa
dengan Psaturan Daerah.

2.
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6. Penyctaan Modal Daerah adalah pengatihan kepemilikan uang atau
barang milik daerah Jrang semula rnerupakan kekayaan Daerah yang
tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungtan sebagai modal/saham Pesrerintah Daerah pada
PT. BJB.

2. Diantara Pasal I dan Pasal2 disisipkan 3 Pasal, yakni Pasal 1A, Passl 18
dan Pasal lC yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1A

(1) Penyataan modal Daerah kepada PT. BrB memiliki tujuan :

a. Investaei, sebagai sumber pendapatan asli daerah;

b. M€ningkatkan kepemilikan sahara Pemerintah Daerah Kabupaten;

c. Mendorong lqiu pertumtmhan ekonomi daeratr;

t2) Sasaran penyertaan modal dalam Peraturan Daerah ini adalah
PT.BJB.

Pasal lEt

(U Subjek penyertaan modal dalam Peraturan Daerah ini adalah
Pemerintah Daeratr l(abupaten dan PT. BJB.

l2l Objek paryertaan modal adalatr investasi dari Pemerintah Daerah
Kabupaten kepada PT. zuB yang merupakan penyertaan modal-

Pasal lC

(U Jenis penyertaan modal Daerah dilakukan dalam benhrk uang.

(21 Benfirk perryertaan modal Daerah kepada Bad;Usatra Milik Daerah
menrpalran investaei janglca partjang permanen.

3. Ketentuan Pasal2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai beriktrt :

Pasal 2

tl) Panyertaan modal Daerah kepada PT. BJB sebesar
Rp. 23.865.667.250,O0 {dua puluh tiga milyar delapan ratus enam
puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lirna
puluh rrpiah).

l2l Penyertaan modal Daera.h kepada PT. BrrB sebagaimana dimaksud
pada ayet (U tdiri dari :

a. Penyertaan modal Daeratr sarrpai dengan Desember 2018 yaitu
sebesar Rp.8.865.667.25A,- (delapan milyar delapan ratus enam
puluh lima juta enarrl ratus ena"ul puluh tduh ribu dua ratus
lima puluh rupiah).

b. Perrambahan ... 5
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b. Penambahan penyertas.n modal Daerah sebesar
Rp. 15,OOO.OOO.O0O,OO {lima belas milyar rupiah} dialokasikan
unttrk penyertaaxl modal pada tahun anggaran 2Ol9 sampai
dengan tahun a$ggara!\ 2025 yarilg ditaksanakan Beesra
bertahap berdasarkan Rapat Umum Pernegang Saham danlatau
sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(3) Petaksanaan dari ketenhran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, sebelumnya terlebih datrulu ditetapkan dalam APBD Tahun
berkenaan dgn dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

4. Diantara Pasal 2 dan Pasal S disisiplcan 5 pasal, yakni Pasal2A, Pasal28,
Pasal2C, Fasal2D dan Pasal ZByangberbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

(21

Tu8as dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten adalalt
memberilcan penyertaan modal kepada PT. BrB.

Pemerintah Daeratr Kabupaten mempunyai tugas dan tang$mg
jawab sebagai p€megaJag satrqrn sesuai peraturan perundang
undengan.

Pemeriutah Daerah Kabupaten mempunyrai tugas dan tanggung
jawab aencatatbukukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud
dalam Paeal 2 ayat (2) huruf b dalam laporan keuangan Pemerintah
Daeratr Kabupaten.

Pasal 2E}

{U PT. BrB mempunyai tugas dan tanggung jawab mencatatbukukan
penyertaa:r modal Daerah sebagaimana dima&su$ dalarn Pasal 2 ayat
{2}huruf b.

(2) PT. &IB mempunyai tugas dan tanggung jawab unhrk melaksanakan
hrjuan penyertaan modal Daeratr sebagaiaana dimaksud dalam
Pasal 1A ayat (1).

Pasal 2C

{U Direksi PT. BJB wdib melaporkan realisasi penyertaan'modal Daera}r
kepada Bupati.

l2l Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1| sebagai bahsn evaluasi
dnn bahan pert€nggungiawaban tahunan krpati *taa trrclaksanaan
APtsD.

Pasal 2D

Tata cara pelaksanaan penyertaan modal Daerah kepada PT. BJB
sebagaimaaa dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan peraturan penrndang
undangan.

t1l

t3)

Pasal 2E .., 6



Perahrran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetatruinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan pef,rempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupatert
M4ialengka.

Ditetapkan di Mqialengka
pada tanggal 26 Agushrs 2019

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

I(ARNA SOBAHI

Diundangkan fi Majalengka
pada tanggal :; Agustus 2O19

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MA"}ALENGKA,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKATAHUN 2019 NONAOR i

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPAI,A BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MA.'ALENGKA,

Bupati melaksanakan pernbinaart
penyertaan modal Daerah.

SUN .SUN M.p.. rS.H, " M.Pd.
NIP. 19680A27 199603 I OO3

NOREG PERATURAT{ DAERAH
JA1VA BARAT t2 / r?.?^ I 2A191.
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Pasal 2E

dan pengawasan terhadap pelaksa.naars

Pasal II

KABUPATEN IvIA-IALENGI{A PROVINSI


